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BAB Il
HUKUMAM BAGI KORUPTOR
DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU
TENTANG MASAIL MAUDHUIYYAH SIYASIYYAH

25— 28 JULI 2002

A. Munas Alim Ulama NU tentang Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah 25- 28
Juli 2002
1) Sekilas Tentang NU
Nahdlatul Ulama(Kebangkitan Ulama) adalah organisasi sosial
keagamaanjgm’iyah diniyah islamiahyang berhaluaihlussunnah wal-
Jama’ah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Janli@#6 bertepatan
dengan 16 Rajab 1344 H oleh K.H. Hasyim Asy’aril-8B47) beserta
para tokoh ulama tradisional dan usahawan di JamarF
NU menganut pahamhlussunnah wal-Jama’alsebuah pola pikir
yang mengambil jalan tengah antara eksagqt (rasionalis) dengan kaum
ekstrim nagli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran badi Ndak
hanya al-Qur'an dan al-Hadits, tapi juga menggumdeanampuan akal
ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikiramam itu dirujuk dari
pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dabu Mansur al-
Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bgldikih mengikuti

satu mazhab: Syafi'i meskipun mengakui tiga madzfaaly lain: Hanafi,

! Lili Romli, Islam Yes Partai Islam Ye¥pgyakarta : Pustaka Pelajar , 2006, him.37
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Maliki, Hanbali sebagaimana yang tergambar dalammbdng NU
berbintang 4 di bawah bola dunia. Sementara dalatang tasawuf
mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Badihdyang
mengintegrasikan antartasawuf dengan syariat. Tujuan NU adalah
berlakunya ajaran Islam menurut pah&hli Sunnahwal-Jamaahdan
menganut salah satu damazhabempat di tengah-tengah kehidupan
masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republiesia
Ciri khas NU yang membuatnya berbeda dengan om@gsirggejenis
lainnya adalah ajaran keagamaan NU tidak membuaglist masyarakat
bahkan tetap memeliharanya yang dalam bentuknyay ysekarang
merupakan asimilasi antara ajaran Islam dan budagempat. Ciri khas
yang satu ini juga lebih unik bagi wargahdliyyin, ulama merupakan
magamtertinggi karena diyakini sebagaaratsatul anbiya’ Ulama tidak
saja sebagai panutan bagi masyarakat dalam hatllgdam keagamaan
tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniaanriya.
2) Munas Alim Ulama NU tentang Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah 25- 28
Juli 2002
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Blv>8X
Tentang Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal iBantdmkan satu
ketentuan bahwa:

“Musyawarah Nasional Alim-Ulama ialah musyawarahnalulama
yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriyakurang-

2 A. Muchit Muzadi,NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajar#®urabaya: Khalista,
2007, him. 29
* Ibid, him. 30
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kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusamuk
membicarakan masalah keagamaan. Musyawarah alimalgang
serupa dapat juga diselenggarakan oleh wilayah ateabang
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode.sydwarah
tersebut dapat mengundang tokoh-tokoh alim-ulamas&hnnah wal-
Jama’ah dari dalam maupun dari luar kepengurusamdlatul Ulama
terutama ulama pengasuh pondok pesantren dan danda
mengundang tenaga ahli yang diperlukan. Musyawahsional
Alim-Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar Amgg Rumah
Tangga keputusan muktamar dan tidak mengadakan libami

pengurus™

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimiakilU
mempunyai sebuah forum yang disebahtsul masa'iyang dikoordinasi oleh
lembagaSyuriyah(legislatif). Forum ini bertugas mengambil kepatusetang
hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengaasa'il fighiyah(masalah
figih) maupun masalah katauhidan dan bahkan masadealahtasawuf
(tarekat). Forum ini biasanya diikuti ol&yuriyahdan ulama-ulama NU yang
berada di luar struktur organisasi termasuk pangg@&uh pesantren. Masalah-
masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadiagi'éh) yang dialami
oleh anggota masyarakat yang diajukan kep8gariyah oleh organisasi
ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelahnwdintarisasi oleh
Syuriyah lalu diadakan skala prioritas pembahasanian apabila dalam
pembahasan itu terjadi kemacetarma(quj, maka akan diulang

pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkatngsasi yang lebih

* Ibid, him 78
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tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wdila dari Wilayah ke
Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada glihienMuktamar.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam AnggBesar dan
Anggaran Rumah Tangga tersebut RigngadakarMunas Alim Ulama NU
pada tanggal 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 34@ntangMasa'l
Mawdhu’iyyah ShiyasiyafMasalah Tematik Politik Pemerintahan) di Asrama
Haji Pondok Gede Jakarta untuk membahas problemagi#énting dalam
kehidupan beragama di masyarakat, banyak topik yhbigarakan dalam
hajat NU yang berskala nasional tersebut, dianyarahutang Negar&/loney
Politic dan hibah kepada pejabat, melawan kedzaliman depgagorbanan
jiwa serta hukuman bagi koruptpryang disebut terakhir sedang menjadi

topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

B. Sistematika Pengambilan Keputusan Igtinbath Hukum) dalam Munas
Alim Ulama NU tentang Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah 25- 28 Juli 2002
Nahdlatul Ulama (NU), sebagajam'iyah sekaligus gerakadiniyah
islamiyah dan ijtima‘iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham
Ahlussunah Wal Jama'alsebagai basis teologi (dasar beragidah) dan
menganut salah satu dari empat mazhab: HanafikiM8lyafi'i dan Hambali
sebagai pegangan dalam berfigih.
Dengan mengikuti empat mazhab figih ini, menunjudklelastisitas

dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NUulknberalih mazhab

® Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul UlarBalusi Problematika Hukum Isla@et.lll,
Surabaya : Khalista, 2007, him. 46
® Ibid, him.690
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secara total atau dalam beberapa hal yang dipandabggai kebutuhan
(hajaf) meskipun kenyataan keseharian ulama NU mengguandiagh
masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab'iSiampir dapat
dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan mukang diberikan oleh
ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumberndezhab Syafi'i.
Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu urdiak terlalu melawan
budaya konvensional dengan berpaling ke mazhal lain
1. Ketentuan Umum
Dalam menganalisa hasil formulasi hukum yang dikasioleh
NU melalui institusi resmi yang berwenang untuk menggodok hgku
yaitu bahtsul masaiperlu diketahui beberapa ketentuan-ketentuan pokok
dan istilah-istilah penting sebagai berikut; yamgaksud dengankitab’
adalahkutub al madzhahib al arba’ahyaitu kitab-kitab tentang ajaran
Islam yang sesuai dengaagidah ahlussunnah wal jama’ahyang
dimaksud dengarmadzhab secaraqauli adalah mengikuti pendapat-
pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah shtmadzhahibal
arba’ah, yang dimaksud dengan bermadzhab secasmhaji adalah
bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan keEnetapan hukum
yang telah disusun oleh imam madzhab d@dnnadzhahib al-arba’ah,
yang dimaksud dengarstinbath jama’iy adalah mengeluarkan hukum
syara’ dari dalilnya dengamjowaid ushuliyyah secara kolektif. yang

dimaksud dengagaul dalam referensi madzhab Syafi'i adalah pendapat

" A. Muchit Muzadi,NU....op. cit.him. 27
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Imam Syalfi'i, yang dimaksud dengan wajah adalahdppat ulama
madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengtagrir jama’ly adalah upaya
secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadsp diantara beberapa
gaul/wajahdalam madzhab Syafi’i, yang dimaksud dendlaaq (ilhaqul
masail bi nazhairiha)adalah menyamakan hukum suatu kasus /masalah
serupa yang telah dijawab olé&itab (menyamakan suatu kasus dengan
pendapat yang sudah jadi), yang dimaksud dengdarusmasalah adalah
permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, haaika berupa
judul masalah maupun telah disertai pokok-pokokraikatau pula hasil
pembahasan awal dengan maksud dimintakan tangggaag,dimaksud
dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suttul Inaésail oleh PB
SyuriyahNU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

NU dalam setiap mengambil keputusannya senantiaseatkan
pada permusyawaratan para ulama, termasuk di dgdarkeputusan
hukum Islam yang diambil oleh NU terlebih dahulgatiok dalam forum
Bahtsul Masail(pembahasan berbagai permasalahan hukum). Sedangka
untuk melaksanakan bahtsul masail tersebut, dig@nlutata cara
pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam sistemampeign hukum
Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalarmmpeguangkan

berlakunya ajaran Islam yang manganut faldrnussunnah wal Jamaah

8 Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul UlarBalusi...... op. cit., hlam. 43
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menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkamatatmasyarakat
yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraeat
2. Sistematikal stinbath Hukum

a. Kerangka Analisis Masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka batssail
hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masdaia lain
sebagai berikut: Analisa Masalah (sebab mengapgadtekasus)

ditinjau dari berbagai faktor:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor politik,
3. Faktor budaya
4. Faktor sosial

5. Faktor lainnya®

Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yangrdiulkan
oleh suatu kasus yang dicari hukumnya) ditinjau barbagai aspek

antara lain:

1. Aspek sosial ekonomi
2. Aspek sosial budaya

3. Aspek sosial politik

® Jamal Ma'mur Asmani,Figh Soial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep dan
ImplementasiSurabaya : Khalista, 2007, him. 98
Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan
Figih, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasang$§i Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama, 2006, him. 210
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4. Aspek lainnya?!

Analisa Hukum (keputusan bahtsul masail tentandguskasus
setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampattnsegala
bidang) disamping mempertimbangkan hukum Islam juga

memperhatikan yuridis formal.

1. Status hukunfal ahkam al khamsah)
2. Dasar dari ajaraAhlussunnah Wal Jama’ah

3. Hukum positif Negarad®

b. Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan bahtsul masai di lingkungan NU dibuat dalam
kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab eyapat
disepakati dan mengutamakan bemdzhabsecaragauli. Oleh karena
itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalamarursebagai

berikut;

Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh tokitab dari

kutubul madzhahib al-arba’atian disana terdapat hanya satu pendapat

" bid, him. 212
2 1bid, him. 214
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dari kutubul madzhahib al-arba’ah maka dipakailah madzhab

tersebut®

Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibkitab dan
disana terdapat lebih dari satu pendapat makaulitakaqrir jama’iy
untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itpatladilakukan

sebagai berikut:

i. Dengan mengambil pendapat yang lebihslahatdan/atau yang
lebih kuat.

ii. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusa
Muktamar ke-1 (1926), perbedaan pendapat disesualkagan
cara memilih:

1. Pendapat yang disepakati oleh asy Syaikhani (anaMawan
ar-Rafi’'ly).

2. Pendapat yang dipegangi oleh an Nawawi.

3. Pendapat yang dipegangi oleh ar Rafi’ly.

4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

5. Pendapat ulama yang terpandai.

6. Pendapat ulama yangpra™

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikareesayan,

maka dilakukan prosedulhaqul masail bi nazhairihasecargama’iy

'3 Bonediksus Bosu & Hasyim Muzadilenuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Malang: Bayu Media Publishing, 2004, him. 219

% Ibid, him. 225
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oleh para ahlinyallhaq dilakukan dengan memperhatikamulhaq,

mulhagbih) danwajhul ilhagoleh paranulhigyang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukarihag, maka bisa
dilakukan istinbath jama’iy dengan prosedur bermadzhab secara
manhaji oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktelgawaid

ushuliyaholeh para ahliny&’

c. Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masail

Seluruh keputusarbahtsul masaildi lingkungan NU yang
diambil dengan prosedur yang telah disepakati dddaputusan ini,
baik diselenggarakan dalam struktur organisasi mmaugiluarnya

mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak salemgbatalkan.

Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkuridaindianggap
mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi seteladalikan oleh
Pengurus BesaByuriyah NU tanpa harus menunggu Munas Alim
Ulama maupun Muktamar Sifat keputusan dalbantsul masail

tingkat Munas dan Muktamar adalah:

1. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapka

sebelumnya dan atau,

5 Ibid, him. 230
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2. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan maemypi

dampak yang luas dalam segala bidd#hg.

d. Kerangka Analisis Tindakan
Kerangka analisis tindakan, peran dan pengawasaktifefs
hasil bahtsul masail (apa yang harus dilakukan geebleonsekuensi
dari bahtsul masail, siapa yang akan melakukargibema, kapan dan
dimana hal itu hendak dilakukan serta bagaimana casialisasi
mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesgaindegputusan)

maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

1. Aspek politik (berusaha agar haBihhtsul Masaildapat dijadikan
sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah).

2. Aspek budaya (berusaha membangkitkan pengertiaketadaran
masyarakat terhadap hasil-hasil bahtsul masail lmeterbagai
media massa dan forum (seperti mdgitm dan sebagainya).

3. Aspek ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masy@raka

4. Aspek sosial (upaya meningkatkan kesehatan mastarak

lingkungan hidup dan lain sebagainya)

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab digiarNU sejak
berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "Behab". Sikap ini

secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya mebidgn hukum dari

6 A, Muchit Muzadi,NU....op. cit.him. 217
" |Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul UlarBalusi......op. cit., hlam.73
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referensi fnaraji’) berupa kitab-kitab figih yang pada umumnya
dikerangkakan secara sistematik dalam beberapa dwenp ibadah,
mu’amalah,  munakahah (hukum keluarga) dan jinayahqadla
(pidana/peradilan’?

Dalam hal ini para ulama NU dan forBahtsulMasa'il mengarahkan
orientasinya dalam pengambilan hukum kepadgwal al-mujtahidin
(pendapatpara mujtahid) yang muthlag ataupunmuntashib Bila kebetulan
ditemukangaul manshush (pendapat yang telah ada nashnyakagaul
itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, malkan beralih kegaul
mukharraj pendapathasil takhrij) Bila terjadikhilaf (perbedaan pendapat),
maka diambil yang paling kuat sesuai dengantpgit+-an paraahlul-tarjih.
Mereka juga sering mengambil keputusan sepakatndihalaf akan tetapi
juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan deglemgan situasi
kebutuhan hajjiyah, tahsiniyah (kebutuhan sekunder) maupufiaruriyah
(kebutuhan primenr)°

Meskipun NU mengakui al-Qur'an dan al-Sunnah metapassumber
utama hukum Islam, namun dalam praktekmstimbath al-ahkandi kalangan
NU tidak lantas dipahami sebagai “mengambil hukwoasa langsung dari
kedua sumber primer di atas, tetapi penggalian tudangan memtathbig-
kan (menerapkamash al-fugaha-terutama di lingkungan Mazhab Syafi'i—
secara dinamis, dalam konteks permasalahan hukuhibgagan pengertian

istinbath ini, wajar bila keputusan-keputusan hukum NU tidaerujuk

'® |bid, him. 178
19 A. Muchit MuzadiNU....... op, cit.him. 67
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langsung pada kedua sumber utama tadi, tapi mepgdikutub al-figh al-
mu’'tabarah(kitab figih yang diakui NU). Sedangkarshul al-fighdangawaid
al-fighiyyahdiposisikan sebagai penguat keputusan hukum yamghilf°®

Istinbath seperti ini dilakukan NU, lantarajtihad muthlagdianggap
terlampau berat dan sulit. Sebab, ijtihadithlagharus dilakukarmujtahid
yang telah menguasai ragam keilmuan agama dan gkataperangkatnya.
Tembok keterbatasan inilah yang tidak bisa ditemdrasg-orang saat ini. Di
samping itu,ijtihad dalam koridormazhabtertentu memang praktis, juga
dapat ditempuh semua ulama NU yang mematiaanat (uraian) kitab-kitab
figih. Atas dasar itu pula, Klairmstinbath tidak begitu populer di kalangan
ulama NU, sehingga boleh jadi institusi derivatdjenis Bahtsul Masail
menjadi kata kunci untuk menghindar dari teijtthad dan istinbath itu
sendiri.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengembangkarhab
manhaji permazhab pada metgde&konsep mazhab dalam NU lebih pada
mazhab gauli(lbermazhab pada pendapat hukumny&ndati pada Munas
Alim Ulama NU 1992 mulai terjadi pergeseran denghperkenalkannya
istilah mazhab manhajiHanya saja dalam prakteknya, ijtihasanhajiini
masih “setengah hati.”

Adapun rumusan sistem pengambilan hukum yang diklaasMunas

Alim Ulama NU tahun 1992 itu adalah:

% Forum Komunikasi llmiah LirboycEsensi Pemikiran MujtahidSurabaya : Khalista,
2003, him. 143
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1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi olblarat kitab dan di sana
hanya terdapat satiaul/wajh(satu jenis pendapat), magaul/wajhyang
dipakai seperti yang diterangkan dal@oarat tersebut.

2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi olbharat kitab dan di sana
terdapat lebih dari satwjaul/wajh maka dilakukantaqrir jama’i
(ketetapan bersama) untuk memilih sgawl/wajh.

3) Dalam kasus tidak admul/wajhsama sekali yang memberi penyelesaian,
maka dilakukan prosedilhaqg al-masail bi nadhairihganalogi dari kitab
figih) oleh para ahlinya.

4) Dalam kasus yang tidak adgul/wajh sama sekali dan tidak mungkin
dilakukan ilhag, maka dilakukanistinbath jama’i (penggalian hukum
secara kolektif) dengan prosedur bermazhab sevarzhaji oleh para
ahlinya. Koridor mazhab yang dipakai dalam konteksadalah Mazhab
Syalfi'i. Karena itu, keputusan hukum yang diambiU Narang yang
langsung merujuk pada al-Quran atau Sunnah, tepihl dominan
merujuk padajaulimam mazhas*

Praktik istinbath seperti ini mencerminkan problem metodologis,
karena berarti NU hanya terpaku dan terikat patlaresazhab (Syafi'i) meski
AD/ART NU memungkinkan untuk mengikut mazhab yangin.l
Ketidakpuasan juga muncul, lantaran cara berfikang/ tekstual dan
cenderung menafikan realitas yang tidak sesuaiatengmusan kitab kuning,

tanpa memberi jalan keluar

1 Bonediksus Bosu & Hasyim Muzadilenuiju.....op. cithim. 231
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C. Korupsi dalam Perspektif Munas Alim Ulama NU tentang Masalil
Maudhuiyyah Shiyasiyah 25-28 Juli 2002
Ada tiga pokok pembahasan penting yang diketengatiadam Munas
Alim Ulama NU tentangMasail Maudhuiyyah Shiyasiya®5- 28 Juli 2002
berkaitan dengan hukuman bagi koruptor, yaitu :
1. Pengertian Korupsi
Munas Alim UlamaNU tentangMasail Maudhuiyyah Shiyasiyah
25- 28 Juli 2002 mengkategorikan korupsi sebagagkiganatan berat
(ghulul) terhadap amanah rakyat, dilihat dari cara kerjakgaupsi

digolongkan dalam pencuriasafagal) dan perampokaméhb).?

B e s s JLIAS) s Gl

Artinya : “Mencuri adalah mengambil barang yang bukan miliarsecara
sembunyi-sembunyi?®

Menurut Umam Tagiyuddin Abu Bakar, Secara etima@agencuri
adalah perbuatan seseorang yang mendatangi tempgtripanan suatu
benda, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miiik@edangkan secara
terminologis, mencuri adalah mengambil harta yamgph haknya secara
sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dersyamat-syarat

tertentu?*

2| embaga Bahtsul Masaail Nahdlatul UlarBalusi...op, cithim. 690

23 Abdullah Ibn Husein Ibn Tahir Ibn Muhamad lbn HiasyBa'alawi, Is'ad ar-
Rafiq,Syarh Matan Sullam at-Tawfiquz Il, Singapura: Matba’ah al-Haramain, t.t, h&.

4 lmam Tagiyyudin Abu BakarKifayatul Akhyar,Juz II, Beirut : Darul lhya' Al-
Arabiyah, tt, him. 178
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Sedangkan perampok mengambil harta secara terearggse,
hanya saja pencuri memilih melarikan diri setelaangambil harta orang
lain, sedangkan perampok mengandalkan kekuatank untamaksa
pemilik menyerahkan hartanya. Berbeda dengan pepang melakukan
aktifitasnya dengan sembunyi-sembunyi. Menurutlddéin al-Mabhalli,
karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, makaa paehcurian
disyari’atkan potong tangan agar orang-orang takekakukannya. Dari
penalaran ini, maka perspektif hukuman potong tartgiaklah semata-
mata ditujukan untuk menghukum pelaku pencurigmi,lébih berdimensi
pencegahan. Di mana orang akan merasa takut urgokum harta orang
lain, karena terancam putusnya tangan jika mefguri.

As-Sayyid Abl Bakr mengatakan, bahwa pencuri memhgamarta
secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mungkimcagahnya dengan
kekuatan secara langsung. Sementara pencopet dangmk mengambil
harta secara nyata dan terang-terangan, sehinggaimgkinkan untuk
dicegah atau ditindak langsung ketika sedang ber&eslangkan pada
kasus pengkhianat, harta memang telah diserahk@ad&aya oleh
pemilik harta itu sendiri. Sehingga dapat diturkeinbali melalui hakim
dengan menghadirkan saksi jika ia mengkhianati ¢aeil) harta yang

diamanahkan padany.

% Jalaluddin Al-MahalliSyarh Minhajuth ThalibinBayrdt: Darul Fikr, t.t. him. 221
% As-Sayyid Abu Bakar’anat ath-Tholibin,Beyrut: Dar al-Fikr, t.t. him. 102
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Dalam Munas tersebut korupsi juga dikategorikan agab
pengkhianatan berat ataghulul” sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ali

Imron : 161 ;

4§ AXI@D oodssnisssdoonisssirsstorissst X Ju IN
JIK 2% 4u| O=2060 HOW =HY CEHOXQ W
=X s RNIOM IERE 16 20 47 (NI 1O
L 48 VORNOCOOEDNM W F= $R=IF6G
e O8 (RLESE 3L Ro) O=->E E7E X JNL 371
¢S O0<CORHORO ee D0 Q0 ¢ #BOXI@D
Artinya : “ Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urubarta
rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalansan
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akktang
membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian-tiegp
diri akan diberi pembalasan tentang apa yang iajden
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidakaya

(Q.S. Ali Imron : 161)

o3 Jalay LI (e 5 ,0€ Jolall g s elalall JU LI (e 5508 Jlall ()
)

Artinya : “Sesungguhnya berbuat curang atau khianat (badarupsi)
termasuk dosa besar, Para ulama menyatakan : pésibua
curang atau khianat merupakan bagian dari dosa besa
berdasarkan ayat diatefd

2. Pengembalian Harta Korupsi tidak Menggugurkan Hukuman.
Pengembalian harta korupsi tidak menggugurkan hakurkarena
tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementarggmebalian uang

korupsi ke negara merupakan hak masyarddataji’ dan ma’khadnya

adalah :

27 Al-lmam al-Qurthuby,JJami’ al-Ahjkam al-Fighiyyahkitab “al-Jihad’, jilid 111, tahqiq
Farid Abdul Aziz al-Jundi, Beyrut: t.t. him : 166
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Judl slet 1 Jla JSo asY adaills S Yy (en Wie S ().,

el Y g kil sl 5l G G g el

Artinya : “Jika pelaku tindak pencurian/kecurangan (bacakorupsi)
merupakan orang kaya, maka ia menanggung pengeaniogia,
dan jika ia bukan orang kaya, maka tidak harus. Nam
hukuman potong tangan tetap diberlakukan pada sekoudisi.
Sekiranya ia mengembalikan harta yang dicuri/diksiuke kas
negara, maka tetap tidak dapat menggugurkan hukupasaong
tangan dan tanggung jawab untuk mengembalfRan

3. Hukuman yang Layak bagi Koruptor adalah Potong Tan@n Sampai
dengan Hukuman Mati

Munas Alim Ulama NU tidak menemukan syarat-syarahgy

cukup untuk mengkategorikan korupsi sebagaragah (pencurian),
korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindalgkiganatan, karena
pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk edelagharta kas
negara. Oleh karena seorang koruptor mengambd lyartg dipercayakan
padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukutomp tangan. Dalam
konteks ini, illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak
ada. Dalam perspektif fugaha Syafi‘iyah, tindakapal korupsi tidak dapat
dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak meimesyarat-syarat

yang ditentukan dalam sirgah. Korupsi hanya dapategorikan sebagai

tindakan pengkhianatan.

2 Al-Mawaq Muhamad Ibn Yusuf Ibn Abi Qasim al-Abdai-Taju wa al-Iklil li
Mukhtasar al-Khalil kitab “al-Sarigah”, Beyrut: Dar al-Fikr, t.t. him. 151
29 Munawar Fuad Noeffiai di Republik MalingJakarta: Republika, 2005, him. 8
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Imam Al-Qurthuby, dalam Jami’ al-Ahkam al-Fighiyyah
memberikan deskripsi hadis Rasulullah yang dirileata oleh Abu
Hurairah R.A mengenai sikap beliau yang menolakikimhensholatkan
orang yang melakukan kecurangan/pengkhian@tarupsi) menurut Al-
Qurthuby hal tersebut mengindikasikan bahwa kegaafpengkhianatan
(korupsi, ikhtilas) merupakan dosa besar karena dalam lanjutan hadis
tersebut, perbuatan itu harus diberlakulggshashamal dengan menukar
amal kebajikan yang dilakukan dengan dosa yangliidraknya®

Dalam Munas Alim Ulama NU dirilis fatwa bahwa hukamyang
tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat bagptor adalah potong
tangan sampai hukuman mati, dasara’khadnya (maraji) ialah
sebagaimana pendapat Syaikh Wahbah Zuhalily :

ooy Ll Bleny jedll edagal a W) galiaal duda Ji) ) g 4l

Artinya : “ Bahwa diperbolenkan menjatuhakn hukuman mati gaba
hukuman atas mereka yang melakukan tindakan krinsiezara
berulang-ulang, para pecandu minuman keras, panagpejur
tindak kejahatan, tindakan subversif yang mengankeamanan
negara dan lain sebagainy&”

%0 Al-lmam  al-Qurthuby, Jami’ al-Ahkam al-FighiyyahBeirut : Dar al-Kutub al-
‘llmiiyah, t.t, him. 166

31 Syaikh Wahbah ZuhailyFigh al-Islam wa Adillatuhuget.1V, jilid. VII, Beyrut :Dar al-
Fikr, t.t him. 595
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